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ABSTRAK

Rinarti (2025): Analisis Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan oleh Induk
Perusahaan terhadap Anak Perusahaan Menurut Pasal 74
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan
Terbatas

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab sosial dan
lingkungan (TJSL) oleh induk perusahaan terhadap anak perusahaan berdasarkan
Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
(UUPT). Fokus penelitian mencakup dua aspek utama: (1) tanggung jawab induk
perusahaan dalam memastikan pelaksanaan TJSL oleh anak perusahaan, dan (2)
kedudukan hukum anak perusahaan dalam struktur korporasi terkait kewajiban
TISL.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif
dengan pendekatan perundang-undangan dan analisis konseptual. Data
dikumpulkan melalui studi literatur terhadap UUPT, Peraturan Pemerintah Nomor
47 Tahun 2012, serta doktrin hukum seperti piercing the corporate veil. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa meskipun anak perusahaan merupakan entitas
hukum terpisah separate legal entity, induk perusahaan dapat dimintai
pertanggungjawaban atas pelanggaran TJSL oleh anak perusahaan jika terbukti
adanya pengendalian sepihak atau penyalahgunaan badan hukum. Pasal 74 UUPT
mewajibkan perusahaan di bidang sumber daya alam (SDA) untuk melaksanakan
TJSL, namun ketidakjelasan parameter pelaksanaan dalam PP No. 47/2012
menimbulkan tantangan implementasi, terutama dalam struktur grup perusahaan.

Kesimpulan penelitian ini menggarisbawahi perlunya reformasi regulasi
untuk mempertegas standar TJSL, akuntabilitas induk perusahaan, dan mekanisme
pengawasan multi-stakeholder. Saran yang diajukan antara lain revisi Pasal 74
UUPT, pengembangan kebijakan TJSL terpadu oleh induk perusahaan, serta
insentif fiskal bagi perusahaan yang patuh. Penelitian ini memberikan kontribusi
akademis dalam memperkaya diskusi tentang tanggung jawab korporasi dalam
konteks hukum Indonesia, sekaligus menjadi referensi bagi pengembangan
regulasi TJSL yang lebih efektif.

Kata Kunci : Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), perusahaan,
Pasal 74 UUPT, piercing the corporate veil.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam struktur korporasi modern, perusahaan induk sering mendirikan
anak perusahaan untuk memisahkan risiko bisnis dan mengoptimalkan
pengelolaan sumber daya. Hubungan antara perusahaan induk dan anak
perusahaan sering menimbulkan persoalan hukum terkait
pertanggungjawaban, khususnya dalam pemenuhan Tanggung Jawab Sosial
dan Lingkungan (TJSL) sebagaimana diatur dalam Pasal 74 UUPT.

Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
(UUPT) telah memberi landasan hukum bagi pelaksaan Tanggung Jawab
sosial dan Lingkungan (TJSL) di Indonesia. Pasal 74 UUPT secara tegas
menyatakan bahwa perseoraan yang menjalankan kegiatan usahanya di
bidang dan/atau berkaitan dengan sumberdaya alam wajib melaksanakan
tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Lebih spesifiknya di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47
Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL)
Perseroan Terbatas. TJSL memiliki ruang lingkup wajib dilaksanakan oleh
perusahaan yang kegiatan usahanya dibidang dan atau berkaitan dengan
sumber daya alam dan dilaksanakan sebagai bentuk tanggung jawab

perseroan terhadap dampak ekonomi, sosial, lingkungan yang timbul dari



kegiatan usahanya. ! Bentuk pelaksanaan TJSL dapat melalui program
pengembangan masyarakat, pelestarian lingkungan atau kegiatan lain yang
memiliki manfaat bagi masyarakat dan lingkungan dan pelasaksanaan TJSL
harus sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan oleh perseroan. Perseroan
wajib mengalokasikan dana untuk pelaksaan TJSL dalam anggaran
tahunannya dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan perseroan dan
dampak kegiatan usahanya.

Fungsi tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) adalah
mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan ke dalam operasional
perusahaan, memberikan manfaat bagi masyarakat, lingkungan, serta
meningkatkan reputasi dan kinerja perusahaan. Manfaatnya mencakup
peningkatan kesejahteraan sosial dan lingkungan melalui program pendidikan
dan konservasi, penguatan hubungan dengan pemangku kepentingan, serta
strategi bisnis untuk membangun citra positif dan loyalitas konsumen.

Fungsi Utama Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL):

1. Membangun Kepercayaan dan Reputasi Perusahaan: TJSL membantu
perusahaan membangun citra positif dan kredibilitas di mata masyarakat,
pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya

2. Mendukung Pembangunan Berkelanjutan: Perusahaan berkontribusi pada
pembangunan berkelanjutan dengan meminimalkan dampak negatif
operasional mereka terhadap lingkungan dan masyarakat, serta aktif

dalam pelestarian alam.

' Republik Indonesia : Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal
74 ayat (1)
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Meningkatkan Kesejahteraan Sosial: Melalui berbagai inisiatif, TISL
dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan menyediakan
akses pendidikan, layanan kesehatan, serta menciptakan lapangan kerja
dan pemberdayaan ekonomi.

Mengelola Risiko dan Mematuhi Regulasi: Pelaksanaan TJSL dapat
membantu perusahaan mengurangi risiko reputasi, serta memastikan
kepatuhan terhadap peraturan pemerintah dan undang-undang terkait
tanggung jawab sosial.

Memperkuat Hubungan Stakeholder: Dengan berinteraksi  dan
berkontribusi kepada masyarakat sekitar dan pemerintah, perusahaan
dapat membangun hubungan yang kuat dan harmonis dengan para
pemangku kepentingannya.

Menarik Bakat dan Meningkatkan Kinerja Karyawan: Perusahaan yang
memiliki komitmen kuat terhadap TJSL dapat menarik calon pekerja
berkualitas yang memiliki nilai-nilai progresif dan meningkatkan kinerja
perusahaan secara keseluruhan.

Dalam pelaksanan TJSL pemerintah melakukan pengawasan terhadap

perseroan. Namun, Ketidakjelasan pengaturan ini menimbulkan masalah

ketika anak perusahaan melakukan pelanggaran TJSL sementara perusahaan

induk mencoba menghindar dari tanggung jawab.

UUPT menganut prinsip pemisahan badan hukum (legal entity

principle), tetapi terdapat pengecualian melalui doktrin "piercing the

corporate veil" jika perusahaan induk bertindak secara tidak beritikad baik.



Analisis ini penting karena banyak kasus lingkungan dan sosial yang
melibatkan anak perusahaan, sementara perusahaan induk mencoba
menghindar dari tanggung jawab. Artinya adalah bahwa meskipun perusahaan
induk dan anak perusahaan memiliki badan hukum yang terpisah (legal entity
principle), namun dalam beberapa kasus, pengadilan dapat menembus batas
badan hukum tersebut (piercing the corporate veil) jika perusahaan induk
bertindak secara tidak beritikad baik atau melakukan penyalahgunaan badan
hukum.

Dalam konteks ini, perusahaan induk dapat diminta bertanggung
jawab atas tindakan anak perusahaannya jika terbukti bahwa perusahaan
induk memiliki kontrol signifikan atas anak perusahaan dan melakukan
tindakan yang tidak beritikad baik, seperti:

1. Menggunakan anak perusahaan sebagai alat untuk menghindari tanggung
jawab.
2. Mengabaikan kepentingan anak perusahaan dan masyarakat.

3. Melakukan penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang.

Dengan demikian, doktrin piercing the corporate veil dapat menjadi
alat penting untuk memastikan bahwa perusahaan induk tidak dapat
menghindari tanggung jawab atas tindakan anak perusahaannya yang
merugikan masyarakat atau lingkungan.

Pada dasarnya etika sosial pada lingkungan sekitar dimiliki oleh setiap
individu, kelompok dan institusi apapun. Tanggung jawab sosial ini

merupakan etika dan kemampuan untuk senantiasa sanggup berbuat baik pada



lingkungan sosial dan lingkungan alam atas dasar aturan, nilai dan kebutuhan
setiap makhluk hidup. 2 Salah satu tumpuan kehidupan masyarakat pada saat
ini adalah perusahaan, dimana perusahaan dapat menjadi subyek hukum yang
memiliki hak dan kewajiban selayaknya manusia pada umumnya (naturlijk
person).

Indonesia memiliki filosofi yang mendalam pada pelaksanaan
tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan, merujuk pada Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 khususnya tercantum
pada Alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, menegaskan bahwa tujuan negara Republik Indonesia
adalah untuk “...melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah
darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan
kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia...”?

Dari kalimat diatas dapat disimpulkan bahwa salah satu tujuan negara
adalah untuk mewujudkan kesejahteraan umum. Tujuan tersebut
membutuhkan upaya dan dukungan dari segenap masyarakat (termasuk
perusahaan) untuk mewujudkannya. Hal ini tidak serta merta menjadikan
masyarakat atau perusahaan memikul tanggung jawab negara tersebut
sendirian, tidak membuat negara melimpahkan seluruh tanggung jawabnya
kepada perusahaan, namun perusahaan juga penting untuk turut mengambil

peran dalam pembangunan ekonomi negara.

? Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Panduan Umum Tanggung
Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), Jakarta: KLHK, 2020.

¥ Republik Indonesia, Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945



Potensi tersebut tentu dapat memiliki manfaat untuk mempercepat
terwujudnya tujuan negara. Pada dasarnya yang menjadi kunci yaitu bahwa
kegiatan TJSL adalah komitmen dan tanggung jawab perusahaan baik induk
perusahaan maupun anak perusahaannya terhadap imbas yang ditimbulkan
oleh perusahaan itu sendiri, baik yang bersifat sosial maupun lingkungan serta
usaha maupun upaya bagi perusahaan untuk beradaptasi dengan lingkungan
sosial masyarakat sehingga tanggung jawab sosial dapat pula menjadi alat
untuk mereduksi konflik yang mungkin terjadi sebagai akibat dari
beroperasinya perusahaan tersebut, untuk itulah setiap perusahaan harus
bertanggung jawab dan berupaya untuk menjaganya.

Di sisi lain, hubungan antara perusahaan dengan masyarakat semakin
erat secara sosial, perusahaan telah masuk dan mempengaruhi seluruh lini
kehidupan masyarakat, selain sebagai institusi bisnis, perusahaan juga telah
menjadi bagian dari warga negara yang terlibat langsung dengan dinamika di
masyarakat. Kondisi ekonomi dan kualitas kehidupan pada masyarakat
menjadi faktor keberlanjutan suatu bisnis perusahaan.*

Adapun hubungan antara holding company (perusahaan induk) dengan
subsidiary company (anak perusahaan) mencakup prinsip separate entity
(entitas yang terpisah) serta limited liability (tanggung jawab terbatas). Hal ini
diatur dalam pasal 3 UU PT, yang menyebutkan: Pemegang saham perseroan

tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama

* Rio Christiawan, Filosofi dan Implementasi CSR di Indonesia, (Bandung : Refika, 2021), hlm. 3



perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi

saham yang dimiliki.

1. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila:

a. persyaratan Perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak

terpenuhi;

pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak
langsung dengan iktikad buruk memanfaatkan Perseroan untuk
kepentingan pribadi;

pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan
melawan hukum yang dilakukan oleh Perseroan; atau

pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak
langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan Perseroan,
yang mengakibatkan kekayaan Perseroan menjadi tidak cukup untuk
melunasi utang Perseroan.’

Sehingga meskipun ada prinsip separate entity dan limited liability,

ada pengecualian prinsip tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 ayat

(2) Undang -Undang Perseroan Terbatas (piercing the corporate veil) di atas.’

Hubungan antara induk perusahaan dengan anak perusahaan sebagai

berikut:

1. Dimodali oleh holding, sehingga subsidiary tersebut benar-benar di bawah

permodalan holding atau under capitalize.

® Presiden R, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
6 =t
Ibid.



Dalam keadaan under capitalize, subsidiary berada dalam keadaan tidak
independen eksistensi ekonomi dan perusahaannya.
Subsidiary itu semata-mata berperan dan berfungsi sebagai wakil (agent)

melakukan bisnis holding.

Hal ini sejalan dengan yang tercantum dalam Pasal 74 yang

menyebutkan:

1.

Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau
berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab
sosial dan lingkungan;

Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana yang dimaksud pada
ayat (1) merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan
diperhitungkan sebagai biaya pelaksanaannya yang memperhatikan
kepatutan dan kewajaran;

Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan
perundangundangan;

Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan
diatur dengan peraturan pemerintah.’

Pasal 74 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

mengandung beberapa kelemahan mendasar yang bertentangan dengan asas

hukum sehingga patut diteliti lebih lanjut. Ketentuan ini melanggar asas

legalitas dan asas kepastian hukum karena tidak memberikan definisi jelas

" bid.



tentang lingkup "kegiatan usaha yang berkaitan dengan sumber daya alam",
sehingga menimbulkan multitafsir dalam implementasinya.

Frasa "kepatutan dan kewajaran" dalam ayat (2) bertentangan dengan
asas konkretisasi hukum karena tidak memiliki parameter yang terukur,
sehingga berpotensi menimbulkan ketidakadilan dalam penilaian pelaksanaan
TJSL. Ketiadaan ketentuan spesifik tentang besaran anggaran minimal dalam
ayat (2) bertolak belakang dengan asas proporsionalitas, karena tidak
menjamin keseimbangan antara keuntungan perusahaan dan tanggung jawab
sosialnya.

Ancaman sanksi dalam ayat (3) yang hanya merujuk pada "peraturan
perundang-undangan" tanpa rincian jelas melanggar asas nullum crimen sine
lege certa, karena tidak memberikan kepastian hukum mengenai bentuk dan
gradasi sanksi. Delegasi pengaturan lebih lanjut kepada Peraturan Pemerintah
dalam ayat (4) tanpa batasan normatif yang jelas bertentangan dengan asas
delegasi yang terbatas, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian
dalam implementasi kebijakan, sehingga kelemahan-kelemahan ini
menunjukkan perlunya revisi pasal tersebut agar selaras dengan prinsip-
prinsip hukum yang mendasar.

Pasal 74 UUPT Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan
memang tidak secara eksplisit menyebutkan anak perusahaan, namun
ketentuan ini memiliki implikasi penting terhadap anak perusahaan, terutama
yang bergerak dibidang Sumber Daya Alam (SDA) seperti, pertambangan,

kehutanan, perkebunan, energy, dan lainnya otomatis terikat kewajiban
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Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana yang di atur dalam
pasal 74 ayat (1) karena anak perusahaan sebagai pelaku langsung yang
beroperasi langsung dilapangan wajib menjalankan tanggung jawab sosial dan
lingkungan di lokasi operasionalnya.

Implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungan menghadapi
tantangan dari sisi anggaran yang tergantung pada kebijakan induk. Dalam
pasal 74 ayat (3), sanksi hanya berlaku untuk anak perusahaan sebagai pelaku
langsung, induk perusahaan tetap memiliki kepentingan untuk memastikan
kepatuhan untuk melindungi reputasi grup.

Dalam ayat 4, memberikan peluang untuk mengatur lebih detail
tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan namum PP No 47 Tahun
2012 belum mwngatur hal ini secara komprehensif, maka di dalam praktik
sangat diperlukan kehati-hatian. Induk perusahaan disarankan membuat
pedoman tanggung jawab sosial dan lingkungan grup yang mengikat seluruh
anak perusahaan, sementara anak perusahaan memastikan adanya alokasi
anggaran dan pelaporan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang
transparan.

Pembentukan perusahaan grup sendiri merupakan bentuk pemanfaatan
Prinsip limited liability atau pertanggungjawaban terbatas. Dalam rangka
Memanfaatkan pertanggungjawaban terbatas, sebuah perseroan dapat
Mendirikan perusahaan anak atau subsidiary untuk menjalankan bisnis
Perusahaan induk. Dengan demikian, sesuai dengan keterpisahan (separation)

dan perbedaaan (distinction) yang dikenal dengan istilah Separate entity,
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maka asset perusahaan induk dengan perusahaan anak “ferisolasi” terhadap
kerugian potensial (potential loses) yang akan dialami Satu diantaranya.

Hubungan-hubungan yang ada di dalam perusahaan kelompok dapat
Menciptakan suasana bahwa pimpinan kelompok (induk perusahaan) demi
Mewakili kepentingan kelompok sebagai suatu kesatuan, tidak dapat
Memikirkan pemenuhan kepentingan pihak ketiga yang berhubungan Dengan
perusahaan anak didalam sebuah kelompok perusahaan. Hal itu Tentunya
akan merugikan pihak ketiga dan sehubungan dengan sifat yang Kompleks
dari jaringan perusahaan kelompok maka bukan hal yang mudah Baginya
untuk membuktikan bahwa sikap atau perbuatan induk perusahaan Itu telah
menimbulkan kerugian baginya.

Pada masa sekarang, dapat dijumpai satu perusahaan grup, terdiri atas
Sejumlah bahkan berstatus perusahaan sebagai perusahaan anak. Perusahaan
Induk kemungkinan besar tidak aktif melakukan kegiatan bisnis atau
Perdagangan. Hanya sahamnya ditanamkan dalam berbagai perusahaan Anak,
dan mereka itu yang melakukan dan melaksanakan kegiatan usaha.
Selanjutnya perseroan anak itu pun mendirikan perusahaan anak lagi.
Demikian seterusnya, sehingga perusahaan induk memiliki berbagai anak.

Sebagai perusahaan besar tentu memiliki anak perusahan yang dapat
Menunjang kemajuan dan perkembangan perusahaan. PT Japfa Comfeed
Indonesia Tbk (JPFA) adalah perusahaan agri-pangan yang bergerak di
berbagai bidang, mulai dari produksi pakan ternak, peternakan unggas, hingga

produk makanan olahan.
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Berikut Daftar anak Perusahaan PT. JAPFA COMFEED INDONESIA
tbk:
1. PT Ciomas Adisatwa
2. PT Multi Makanan permai
3. PT Suri Tani Pemuka (STP)
4. PT Unggas Lestari Unggul
5. PT Bintang Laut Timur
6. PT Santoso Agrindo
7. PT So Good FOOD

8. PT Indojaya Agrinusa ( ayam potong )

Perusahaan terkhusus produksi ayam potong, merupakan salah satu
Sektor penting dalam perekonomian Indonesia. Permintaan akan
produkungggas terus meninggkat seiiring dengan pertumbuhan penduduk dan
Perubahan pola konsumsi masyarakat. Perusahaan peternakan ayam potong
Seperti PT Indojaya Agrinusa Pekanbaru memiliki peran penting Dalam
pemenuhan pangan masyarakat. Namun, perusahaan juga memiliki Tanggung
jawab sosial untuk meningkatkan Kegiatan operasional perusaahan Yang
bersinggungan langsung dengan lingkungan dan masyarakat membuat
Penerapan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan menjadi semakin relevan.
PT Indojaya Agrinusa Pekanbaru sebagai salah satu anak perusahaan PT
JAPFA COMFEED INDONESIA Tbk yang bergerak di bidang peternakan
ayam potong terbesar Di Riau dalam melaksanakan program Tanggung Jawab

Sosial dan Lingkungan untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat sekitar.
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Penelitian untuk mengkaji tentang tanggung jawab sosial dan
lingkungan perusahaan terhadap anak perusahaan terkait kedudukan hukum
anak perusahaan dalam struktur kelompok usaha (holding company) dan
sejauh mana perusahaan induk bertanggung jawab secara hukum atas
tindakan anak perusahaan merujuk pada pasal 74 Undang-Undang No. 40
Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas bahwa perusahaan wajib
melaksanakan Tanggung jawab sosial dan lingkungan di lingkungan
perusahaan.

Dalam Al Qur’an An-Nahl ayat 90 adalah firman Allah yang berisi
perintah untuk berlaku adil, berbuat kebajikan (ihsan), dan memberikan
bantuan kepada kerabat. Ayat ini juga melarang perbuatan keji, kemungkaran,
dan permusuhan, serta mengandung pelajaran bagi manusia agar dapat
mengambil pelajaran dan mengingat Allah SWT

i ally Raally (Ll e s (il o ol s ot T Jaally 2l d &y
O3/ 8% &L

Yang artinya “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan
berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang
(melakukan) perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi
pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”

Selain dalam Al Qur’an , terdapat juga hadis yang berkaitan juga
penting menjaga lingkungan hidup. Hadis terkait yaitu, Menjaga lingkungan
bersih dan sehat. Penting bagi setiap individu untuk memahami dan mematuhi

larangan mencemarkan lingkungan. Pada satu kesempatan Nabi pernah
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mengingatkan umatnya agar tidak merusak lingkungan. Dimana Rasulullah
Saw bersabda

o oAl AN e Sl 1 Al e ) e ) OB 08 (Jia o M

Jally ¢kl e 55 el 54l

“Muad bin Jabal berkata, Rasulullah Saw bersabda, waspadalah
terhadap tiga hal: kotoran yang ada di sumber, mengotori tengah jalan dan
tempat yang teduh”HR. Abi Daud.

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengkaji secara lebih
mendalam mengenai “ANALISIS TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN
LINGKUNGAN OLEH INDUK PERUSAHAAN TERHADAP ANAK
PERUSAHAAN MENURUT PASAL 74 UNDANG-UNDANG NOMOR 40

TAHUN 2007 TENTANG PERSEORAAN TERBATAS”.

B. Batasan Masalah
Sehubung dengan latar belakang diatas, untuk menghindari
kesalahpahaman dan lebih terarahnya fokus penelitian, penulis memberikan
batasan masalah. Penulis membatasi penelitian in1 pada analisis mengenai
tanggung jawab induk  perusahaan terhadap anak perusahaan dalam
menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang terdapat pasal 74

Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

C. Rumusan Masalah
1. Bagaimana analisis tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh Induk
Perusahaan terhadap anak perusahaan menurut Pasal 74 Undang-Undang

Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas ?
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2. Bagaimana kedudukan hukum anak perusahaan pada pasal 74 Undang-

Undang Nomor 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian
a. Tujuan penelitian
Berdasarkan latar belakang di atas, maka penelitian ini memiliki
tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui analis tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh
Induk perusahaan terhadap anak perusahaan menurut Pasal 74 Undang-
Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

2. Untuk mengetahui kedudukan hukum anak perusahaan pada pasal 74
UU Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

b. Manfaat penelitian

1. Secara Teoritis
Manfaat teoritis dalam penelitian yaitu dapat memberikan jawaban
terhadap permasalahan yang diteliti dan untuk menambah wawasan tentang
analisis tanggung jawab perusahaan terhadap anak perusahaan terkhusus pada
kewajiban Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan pada Pasal 74 Undang-

Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

2. Secara praktis
Manfaat secara praktis ini dapat meningkatkan wawasan tentang
tinjauan terhadap tanggung jawab perusahaan terhadap anak perusahaan
terkhusus pada kewajiban Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan pada pasal

74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.
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3. Secara Akademis
Manfaat secara akademis dalam penelitian sebagai sumbangsih
pemikiran dan bahan perbandingan atau sarana referensi bagi penelitian
berikutnya terhadap tanggung jawab perusahaan terhadap anak perusahaan
terkhusus pada kewajiban Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan pada Pasal

74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.



BAB II

KERANGKA TEORITIS

A. Kerangka Teoritis

1. Teori Ilmu Perundang-undangan

Ilmu Perundang-undangan merupakan ilmu yang berkembang di
negara-negara hukum civil law, membahas dasar-dasar dan pembentukan
peraturan perundang-undangan yang meliputi proses, teknik, bahasa,
norma hukum, tata susunan (hierarki), jenis-jenis fungsi, dan materi
muatan yang harus dituangkan dalam suatu peraturan perundang-
undangan. Ilmu Perundangundangan juga mencakup teori perundang-

undangan, teori pembentukan undang-undang, dan teori negara hukum.®

Ilmu Perundang-undangan di Indonesia memiliki sejarah yang
panjang dan berkembang seiring dengan perkembangan negara Indonesia
itu sendiri. Berikut adalah beberapa poin penting tentang sejarah Ilmu

Perundangundangan di Indonesia :

Pada masa penjajahan Belanda, hukum yang berlaku di Indonesia

adalah hukum kolonial Belanda;

a. Setelah Indonesia merdeka, dibentuklah Komisi Hukum Nasional

pada tahun 1950 yang bertugas untuk menyusun rancangan undang-

8 Khalid. (2014). llmu Perundang-undangan. Medan: CV Manhaji dan IAIN Syariah Sumatera
Utara

17
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undang dan memberikan saran kepada pemerintah dalam bidang

hukum,;

b. Pada tahun 1957, dibentuklah Fakultas Hukum di Universitas
Indonesia yang menjadi salah satu perguruan tinggi pertama yang
menyelenggarakan  pendidikan Ilmu Perundang-undangan di

Indonesia;

c. Pada tahun 1960, dibentuklah Badan Pembinaan Hukum Nasional
(BPHN) yang bertugas untuk menyusun dan mengevaluasi peraturan

perundangundangan di Indonesia;

d. Pada tahun 2004, dibentuklah Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga
pengadilan tertinggi yang bertugas untuk menyelesaikan sengketa
yang berkaitan dengan konstitusi dan peraturan perundang-undangan

di Indonesia.’

IImu Perundang-undangan merupakan ilmu inferdisipliner yang
sangat berhubungan dengan ilmu politik dan sosiologi.10 Pembentukan
peraturan perundang-undangan harus memperhatikan landasan filosofi,
yuridis, politik, dan sosiologis, serta sesuai asas-asas hukum. IImu
Perundang-undangan penting untuk mengatur kehidupan bermasyarakat,

berbangsa, dan bernegara

% Hartato, D. (2021). Kajian Antropologi Hukum Dengan Ilmu Sosial Lainnya.
' Maria Farida Indrati, Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan, Edisi

Revisi, Yogyakarta: Kanisius, 2007, him. 15-16.
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Tokoh-tokoh utama yang Mempelajari Ilmu Pengetahuan
Perundangundangan ini penting berdasarkan alasan praktis dan alasan

teoretis yang meliputi:

a. Mengetahui dan memenuhi kebutuhan pendidikan hukum terutama
untuk latithan keterampilan bagi mahasiswa di bidang Ilmu

Perundang-undangan, pendidikan klinik hukum, dan legal drafting;

b. Mengetahui dan memenuhi kebutuhan tata cara perancangan dan
pembentukan peraturan Perundang-undangan di tingkat pusat ataupun

di tingkat daerah.

Mengacu pada pendapat Jujun S. Suriasumantri maka
Perundangundangan sebagai ilmu harus dapat menjawab beberapa

pertanyaan, yakni:

a. Objek apa yang ditelaah?, bagaimana wujud yang hakiki dari objek
tersebut?, bagaimana hubungan antara objek tadi dengan daya

tangkap manusia seperti berpikir, merasa, dan mengindera?

b. Bagaimana proses yang memungkinkan ditimbanya pengetahuan
yang berupa ilmu?, bagaimana prosedurnya?, hal-hal apa yang harus
diperhatikan agar ditemukan pengetahuan yang benar?, apa yang
disebut kebenaran itu sendiri?, apakah kriterianya?, cara, teknik, atau
sarana apa yang membantu dalam mendapatkan pengetahuan yang

berupa ilmu?
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c. Untuk apa pengetahuan yang berupa ilmu itu dipergunakan?,
bagaimana kaitan antara cara penggunaan tersebut dengan kaidah-
kaidah moral?, bagaimana penentuan objek yang ditelaah berdasarkan
pilihan-pilihan moral?, bagaimana kaitan antara teknik prosedural
yang merupakan operasionalisasi metode ilmiah dengan norma-norma

moral/profesional?.**

Ilmu Perundang-undangan perlu ditelaah sesuai dengan topik
bahasan yang lebih terspesifikasi. Burkhardt Krems, seorang ahli dari
Jerman menelaah Ilmu Perundang-undangan dengan melakukan

pembagian terhadapnya, terdiri dari:

a. Teori  Perundang-undangan  (Gesetzgebung  Theorie),  yang
berorientasi pada mencari kejelasan dan kejernihan makna atau

pengertian, dan bersifat kognitif;

b. Ilmu Perundang-undangan (Gesetzgebungslehre), yang berorientasi
pada melakukan perbuatan dalam hal pembentukan peraturan
Perundang- undangan, dan bersifat normatif. I[lmu Perundang-

undangan ini dibagi lagi ke dalam tiga bagian, yaitu:

1) Proses Perundang-undangan (Gesetzgebungsverfahren)
2) Metode Perundang-undangan (Gesetzgebung Methode)

3) Teknik Perundang-undangan (Gesetzgebungstechnik)

13 Jujun S. Suriasumantri, Filsafat Ilmu, Sebuah Pengantar Populer, Pustaka Sinar Harapan,
Jakarta, 2000, hal. 93
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Dalam hal ini IImu perundang-undangan memberikan pengertian

sebagai berikut:

a. Norma hukum dan tata urutan atau hirarki;
b. Lembaga-lembaga negara yang berwenang membuat peraturan
perundangundangan;
c. Lembaga-lembaga pemerintah yang mempunyai wewenang di bidang
peraturan perundang-undangan;
d. Tata susunan norma-norma hukum negara;
e. Jenis-Jenis perundang-undangan beserta dasar hukumnya;
f. Asas-asas dan syarat-syarat serta landasan-landasannya;
g. Pengundangan dan pengumumannya;
h. Teknik perundang-undangan dan proses pembentukannya.12
Ruang lingkup ilmu perundang-undangan mempelajari ilmu
pengetahuan perundang-undangan penting berdasarkan alasan praktis dan

alasan teoritis yang meliputi:

a. Mengetahui dan memenuhi kebutuhan pendidikan hukum terutama
untuk latihan keterampilan bagi mahasiswa di bidang Ilmu
Perundang-Undangan, pendidikan klinik hukum, dan /egal drafting;

b. Mengetahui dan memenuhi kebutuhan tata cara perancangan dan
pembentukan peraturan Perundang-undangan di tingkat pusat ataupun

di tingkat daerah."®

12 Syarif, A. (1997). Perundang-Undangan Dasar, Jenis, dan Teknik Membuatnya. Jakarta: PT
Rineka Cipta.
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b

Di Indonesia, nomenklatur (istilah) ‘Perundang-undangan
diartikan dengan segala sesuatu yang bertalian dengan undang-undang,
seluk Beluk undang-undang. Nomenklatur ‘perundang-undangan’ dapat
Didahului dengan kata lain. ‘Peraturan’ misalnya, sehingga menjadi
‘peraturan Perundangundangan’, yang terdiri dari kata ‘peraturan’ Dan
kata ‘Perundang-undangan’. Nomenklatur ‘peraturan’ adalah aturan-aturan
yang dibuat oleh Yang berkuasa untuk mengatur sesuatu; misal peraturan
gaji pegawai, Peraturan Pemerintah, aturan-aturan (petunjuk, ketentuan
dan Sebagainya) yang dibuat oleh pemerintah, yang salah satu bentuknya
Adalah undang-undang, sedangkan ‘aturan’ adalah cara (ketentuan,
Patokan, petunjuk, perintah, dan sebagainya) yang telah ditetapkan
Supaya diturut; misalnya, seseorang harus menurut aturan lalu lintas,
Bagaimana aturan minum obat, semuanya dikerjakan dengan
aturan.Nomenklatur ‘aturan’ dalam bahasa Arab disebut ‘kaidah’ dan

Dalam bahasa Latin disebut dengan ‘norma’.

2. Teori Tanggung Jawab Sosial

Tanggung jawab sosial di Indonesia sudah diatur dalam Undang-
Undang Nomor 40 Tahun 2007. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha

yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus

13 Suriasumantri, J. S. (2000). Filsafat Ilmu, Sebuah Pengantar Populer. Jakarta: Pustaka Sinar
Harapan.
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yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah negara

Republik Indonesia untuk tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba.™*

Tanggung jawab sosial merupakan suatu pemikiran bahwa bisnis
memiliki tanggung jawab tertentu kepada masyarakat selain mencari
keuntungan, dan keberadaan perusahaan sebenarnya selain menimbulkan

social cost, juga dapat menimbulkan social benefit.

Social benefit merupakan kontribusi positif atau manfaat
keberadaan perusahaan kepada masyarakat. Wujud social benefit
perusahaan dapat diwujudkan dalam beberapa kegiatan fisik maupun non
fisik. Social benefit muncul sebagai wujud tanggung jawab sosial

perusahaan (coorporate social responsibility/ CSR) pada lingkungan atau

dikenal stakeholder.

Corporate  Social Responsibility (CSR) merupakan upaya
perusahaan untuk meningkatkan kualitas hidup dari stakeholder.
Stakeholder meliputi pemilik, karyawan, pemasok/distributor, konsumen,
pemerintah, media dan masyarakat luas.” Selain itu, perusahaan juga turut
bertanggung jawab pada masyarakat luas yang mungkin tidak atau belum

berkontribusi secara ekonomis pada perusahaan.

! Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan,
Pasal 1b.

15 wibisono, Yusuf. Membangun Corporate Social Responsibility (CSR) yang Efektif, Jakarta:
Gramedia, 2007, him. 5
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Menurut pandangan Milton Friedman bahwa tanggungjawab sosial
perusahaan adalah menjalankan bisnis sesuai dengan keinginan pemilik
perusahaan owner, biasanya dalam bentuk menghasilkan uang sebanyak
mungkin dengan senantiasa mengindahkan aturan dasar yang digariskan
dalam suatu masyarakat sebagaimana diatur oleh hukum dan perundang-
undangan, dengan demikian, tujuan utama dari suatu perusahaan korporasi
adalah memaksimalkan laba atau nilai pemegang saham (shareholders

value).

Tanggung jawab sosial merupakan suatu konsep yang lebih luas
berkenaan dengan dampak dari aktivitas-aktivitas bisnis secara
keseluruhan terhadap masyarakat. Dari pengertian tersebut terdapat tiga

pendekatan dalam pembentukan tanggung jawab:

a. Pendekatan Moral Kebijakan, yakni tindakan yang didasarkan pada
prinsip kesantunan dengan pengertian bahwa apa yang dilakukan
tidak melanggar atau merugikan pihak-pihak lain secara sengaja;

b. Pendekatan Kepentingan Bersama, yakni kebijakan-kebijakan moral
harus didasarkan pada standar kebersamaan, kewajaran dan
kebebasan yang bertanggung jawab;

c. Pendekatan Manfaat Konsep, yakni tanggung jawab sosial yang
didasarkan pada nilai-nilai bahwa apa yang dilakukan oleh
perusahaan menghasilkan manfaat besar bagi pihak-pihak

berkepentingan secara adil.
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Konsep TJSL berhubungan erat dengan konsep pembangunan
berkelanjutan, yang mengatur bahwa perusahaan dalam melaksanakan
aktivitasnya harus mendasarkan keputusannya tidak semata berdasarkan
dampaknya dalam aspek ekonomi (misalnya tingkat keuntungan atau
dividen), tetapi juga harus menimbang dampak sosial dan lingkungan
yang timbul dari keputusannya itu, baik untuk jangka pendek maupun
untuk jangka yang lebih panjang. TJSL dapat dirumuskan sebagai
kontribusi perusahaan terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan
dengan cara manajemen dampak (minimisasi dampak negatif dan

maksimisasi dampak positif) terhadap seluruh pemangku kepentingannya.

Manfaat yang didapatkan dari pelaksanaan tanggunggjawab sosial
perusahaan, baik bagi perusahaan sendiri, bagi masyarakat, pemerintah
dan pemangku kepentingan lainnya. Manfaat yang akan diterima dari

pelaksanaan CSR, diantaranya:

a. Bagi Perusahaan. Terdapat empat manfaat yang diperoleh perusahaan
dengan mengimplementasikan CSR. Pertama, keberadaan perusahaan
dapat tumbuh dan berkelanjutan dan perusahaan mendapatkan citra
yang positif dari masyarakat luas. Kedua, perusahaan lebih mudah
memperoleh akses terhadap modal (capital). Ketiga, perusahaan dapat
mempertahankan sumber daya manusia (human resources) yang

berkualitas. Keempat, perusahaan dapat meningkatkan pengambilan
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keputusan pada hal-hal yang kritis (critical decision making) dan

mempermudah pengelolaan manajemen risiko (risk management),

. Bagi masyarakat, praktik CSR yang baik akan meningkatkan nilai-
tambah adanya perusahaan di suatu daerah karena akan menyerap
tenaga kerja, meningkatkan kualitas sosial di daerah tersebut. Pekerja
lokal yang diserap akan mendapatkan perlindungan akan hak-haknya
sebagai pekerja, jika terdapat masyarakat adat atau masyarakat
lokal,praktek CSR akan mengharagai keberadaan tradisi dan budaya

lokal tersebut;

Bagi lingkungan, praktik CSR akan mencegah eksploitasi berlebihan
atas sumber daya alam, menjaga kualitas lingkungan dengan menekan
tingkat polusi dan justru perusahaan terlibat mempengaruhi

lingkungannnya;

. Bagi negara, praktik CSR yang baik akan mencegah apa yang
disebut “corporate misconduct” atau malpraktik bisnis seperti
penyuapan pada aparat negara atau aparat hukum yang memicu
tingginya korupsi. Selain itu, negara akan menikmati pendapatan dari

pajak yang wajar (yang tidak digelapkan) oleh perusahaan.
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3. Teori Undang Undang Nomor 40 tahun 2007 Tentang Perseroan
Terbatas

Undang-Undang ini mengatur tentang pendirian, pengelolaan, dan
pembubaran Perseroan Terbatas (PT) sebagai badan hukum yang berbadan
hukum di Indonesia. PT didirikan berdasarkan akta notaris dan wajib
memenuhi modal dasar minimal Rp50 juta, dengan 25% di antaranya
harus ditempatkan dan disetor penuh. Organ PT terdiri atas Rapat Umum
Pemegang Saham (RUPS), Direksi, dan Dewan Komisaris, yang masing-
masing memiliki tugas dan tanggung jawab spesifik. UU ini juga
mengatur ketentuan mengenai saham, termasuk hak pemegang saham,
pengalihan saham, serta larangan kepemilikan saham oleh PT sendiri.

PT wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan
(TJSL) jika bergerak di bidang sumber daya alam, dengan sanksi bagi
yang tidak mematuhinya. Selain itu, Undang-Undang ini memuat aturan
tentang penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pemisahan PT,
serta mekanisme pembubaran dan likuidasi. PT yang melanggar ketentuan
dapat dikenai sanksi administratif, perdata, atau pidana. Undang-Undanh
ini menggantikan UU No. 1 Tahun 1995 untuk menyesuaikan dengan
perkembangan hukum dan kebutuhan dunia usaha.

4. Teori Anak Perusahaan

Teori anak perusahaan atau subsidiary company menjelaskan

hubungan hukum dan bisnis antara sebuah perusahaan yang lebih besar

(perusahaan induk atau holding company) dengan perusahaan yang



28

sahamnya lebih dari 50% dimiliki oleh perusahaan induk tersebut. Anak
perusahaan adalah entitas yang terpisah secara hukum dari induk
perusahaan, namun tetap tunduk pada pengaruh dan kontrol strategis dari
induk perusahaan.

Hubungan Hukum, Anak perusahaan merupakan badan hukum
yang terpisah dan mandiri dari perusahaan induknya, memiliki tanggung
jawab dan pajak sendiri, serta dapat beroperasi secara mandiri. Namun,
induk perusahaan tetap memiliki kontrol atas manajemen dan operasional
anak perusahaan.

Adapun tujuan dan Manfaat Mendirikan Anak Perusahaan:

o

Meningkatkan Sinergi dan Aset: Anak perusahaan dapat membantu
perusahaan induk untuk mendapatkan aset tertentu atau menciptakan
sinergi bisnis yang lebih luas;

b. Manfaat Pajak: Mendirikan anak perusahaan dapat memberikan
manfaat pajak, seperti pemisahan kewajiban pajak atau mengurangi
beban pajak;

€. Pembatasan Kerugian: Anak perusahaan dapat membatasi tanggung
jawab perusahaan induk jika anak perusahaan mengalami kerugian;

d. Pengembangan Bisnis: Anak perusahaan dapat menjadi sarana untuk

ekspansi bisnis perusahaan induk ke area baru atau sektor industri

yang berbeda. '°

1% Darussalam, Danny Septriadi, dan B. Bawono Kristiaji, Taxation and Corporate Group
Structuring, Jakarta: Danny Darussalam Tax Center (DDTC), 2016, him. 45-47.



29

Badan hukum perseroan (PT) memiliki entitas hukum yang
terpisah dari pemegang sahamnya. Ini berarti PT memiliki hak dan
kewajiban sendiri, dan pemegang saham tidak secara pribadi bertanggung
jawab atas utang atau tindakan PT, asalkan PT menjalankan bisnisnya
secara sah dan sesuai dengan hukum.

Piercing the corporate veil merupakan suatu doktrin yang
membuat pengecualian terhadap suatu prinsip umum,di mana tanggung
jawab pengurus perusahaan dibatasi kepada jumlah andil yang dapat
menyimpang dengan cara melaksanakan tanggung jawab pengurus
perusahaan yang tidak lagi terbatas.'” Doktrin piercing the corporate veil
digunakan dalam keadaan luar biasa ketika pengurus atau pemegang
saham menyalahgunakan bentuk badan hukum perseroan untuk
kepentingan pribadi atau melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga
pertanggungjawaban pribadi dapat dibebankan kepada mereka.

Prinsip piercing the corporate veil yang tertulis pada Undang-
undang (UU) Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagai
pengaruh hukum asing yang di impor yang umumnya dari hukum Anglo
Saxon. Prinsip ini mengajarkan bahwa sungguh pun suatu badan hukum
bertanggung jawab secara hukum hanya sebatas harta badan hukum
tersebut, namun dalam hal-hal tertentu batas tanggung jawab tersebut
dapat ditembus, maka dengan demikian jika dahulu tidak dikenal

pertanggungjawaban pribadi Pemegang Saham tapi kini dapat dimintakan

7 Munir Fuady, Hukum Perseroan Terbatas, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014, him. 130-132.
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pertanggungjawabannya sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang
Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Prinsip Piercing The Corporate Veil tidak hanya terbatas tindakan
yang ada pada Undang-Undang Perseroan Terbatas Pasal 3 ayat (2) semata
namun mencakup aspek setiap perbuatan hukum yang tidak selaras
dengan maksud dan tujuan perseroan yang dapat dilakukan baik oleh
pemegang saham, komisaris dan direksi perseroan.

Asas piercing thecorporate veil tidak hanya dapat diterapkan
terhadap pemegang saham perseroan, melainkan juga terhadap setiap
pihak  yang dalam  kedudukannya memungkinkan terjadinya
penyimpangan atau dilakukanya halhal yang dapat mencegah untuk tidak
melakukan hal-hal yang sepatutnya dilakukan, yang akan bermuara pada
terjadinya kerugian bagi perseroan hingga perseroan tidak sanggup
memenuhi seluruh kewajibannya, sehingga hal Ini berarti pengurus
perseroan yaitu direksi dan dewan komisaris dapat dimintakan
pertanggungjawaban pribadinya, atas kerugian perseroan.

Teori dalam hukum perusahaan yang disebut teori penyingkapan
tirai perusahaan (piercing the corporate veil) yang mempunyai tujuan
yaitu keadilan bagi pihak yang terkait dengan perseroan, baik investor
maupun pemegang saham. Piercing the corporate veil yang diartikan
sebagai suatu proses untuk membebani tanggung jawab ke pundak orang

lain, oleh suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh perusahaan pelaku,
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tanpa melihat kepada fakta bahwa perbuatan tersebut sebenamya
dilakukan oleh perusahaan pelaku tersebut.

Dengan demikian, piercing the corporate veil ini pada hakekatnya
merupakan doktrin yang memindahkan tanggung jawab dari perusahaan
kepada pemegang saham, direksi. atau komisaris, dan biasanya doktrin ini
baru diterapkan jika ada klaim dari pihak ketiga kepada perseroan.

Dalam konteks pemegang saham yang diterapkan asas piercing the
corporate ueil, maka pemegang saham bertanggung jawab kepada kreditor
perseroan, sebagai akibat tindalcan pemegang saham tersebut yang
menyebabkan harta perseroan mengalami kerugian dan tidak dapat
memenuhi kewajibannya kepada kreditor.

Sedangkan pada direksi atau dewan komisaris perseroan, mereka
bertanggungjawab kepada perseroan atas setiap kerugian yang diterbitkan
sebagai akibat tindakan mereka.

Permasalahan akan timbul ketika keputusan bisnis yang
diambilnya temyata merugikan perusahaan, padahal dalam mengambil
keputusan tersebut direktur tersebut melakukannya dengan jujur dan itikad
baik. Arsht mengemukakan bahwa untuk melindungi para direktur yang
beritikad baik tersebut muncul teori business judgement rule yang
merupakan salah satu teori yang bertujuan untuk menjamin keadilan para
direktur yang beritikad baik.

Penerapan teori ini mempunyai tujuan untuk keadilan, khususnya

bagi para direktur sebuah perusahan terbatas dalam melakukan suatu
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keputusan bisnis, dan teori ini memungkinkan pengadilan untuk
mengabaikan pemisahan kepribadian hukum antara perusahaan induk dan
anak perusahaan jika terdapat penyalahgunaan bentuk hukum perseroan
untuk tujuan yang tidak sah (misalnya, penipuan, penghindaran hukum,
atau ketidakadilan). Relevansi dengan Pasal 74 UUPT :

a. Pasal 74 UUPT mengatur tanggung jawab sosial dan lingkungan
(Corporate Social Responsibility/CSR) yang bersifat wajib bagi perseroan
yang bergerak dibidang sumber daya alam atau terkait dengan sumber
daya alam.

b. Jika perusahaan induk tidak memenuhi kewajiban CSR-nya melalui anak
perusahaannya, atau jika anak perusahaan digunakan untuk menghindar
dari tanggung jawab, teori piercing the corporate veil dapat diterapkan

untuk menuntut pertanggungjawaban perusahaan induk.

B. Penelitian Terdahulu
Pada penelitian terdahulu penulis dapat melihat dan menemukan
perbedaan dengan penelitian sebelumnya. Sejauh ini belum ditemukan
judul yang serupa dengan penelitian ini. Adapun beberapa penelitian

terdahulu yang relevan dengan penelitian ini anatara lain:

a. Penelitian yang dilakukan oleh Ayu (2021) dengan judul Kedudukan
Hukum Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara. Penelitian ini
bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum anak perusahaan BUMN

berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kewenangan Badan
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Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam memeriksa anak perusahaan BUMN.
Metode penelitian yang digunakan adalah normatif dengan pendekatan
perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa anak perusahaan BUMN tidak memiliki kedudukan
yang sama dengan BUMN karena kepemilikan sahamnya tidak langsung
berasal dari negara, melainkan melalui BUMN. Namun, anak perusahaan
BUMN dapat diperlakukan sama dengan BUMN jika mendapatkan
penugasan khusus dari negara. BPK berwenang memeriksa anak
perusahaan BUMN karena aktivitasnya dapat memengaruhi keuangan
negara.

Penelitian yang dilakukan oleh Amiroh Alifiani (2023) dengan judul
Aspek Hukum Proses Pembentukan Holding Company Badan Usaha
Milik Negara (BUMN) Klaster Kawasan Industri. Penelitian ini bertujuan
untuk menganalisis kesesuaian proses pengalihan saham pemerintah
menjadi saham PT Danareksa (Persero) dengan ketentuan perundang-
undangan serta perlindungan hak-hak pemegang saham minoritas dalam
proses pembentukan holding company PT Danareksa (Persero). Metode
penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan
pendekatan undang-undang (statute approach) dan pendekatan konseptual
(conceptual approach). Bahan hukum meliputi bahan primer (peraturan
perundangundangan), sekunder (literatur hukum), dan non-hukum

(wawancara dengan pihak terkait).
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Tabel 2. 1
Matriks Penelitian Terdahulu
No Judul Penelitian Persamaan Perbedaan
i Ayu (2021), 1. Membahas Mengenai | 1. Objek yang
KEDUDUKAN kedudukan hukum berbeda;
HUKUM ANAK anak perusahaan. . Teori, metode, dan
PERUSAHAAN tujuan yang
BADAN USAHA berbeda.
MILIK NEGARA
2. | AMIROH ALIFIANI |1. Membahas Mengenai |1. Objek yang berbeda;
(2023), ASPEK kesesuaian proses . Teori, metode, dan
HUKUM PROSES pengalihan saham tujuan yang berbeda.
PEMBENTUKAN pemerintah.
HOLDING COMPANY
BADAN USAHA
MILIK NEGARA
(BUMN) KLASTER

KAWASAN INDUSTRI




BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian hukum
normatif, yaitu menggunakan studi kasus hukum normatif berupa produk
perilaku hukum, misalnya mengkaji rancangan Undang-Undang. Pokok
kajiannya adalah hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang
berlaku bagi masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga
penelitian hukum normatif berfokus pada inventasrisasi hukum positif,
asasasas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara in concreto,
sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, perbandingan hukum, dan

Sejarah hukum.

B.  Pendekatan Penelitian
Pendekatan  penelitian yang digunakan adalah pendekatan
PerundangUndangan. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan
menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan
isu hukum yang sedang ditangani atau diteliti. Bagi penelitian untuk kegiatan
praktis, pendekatan Undang-Undang ini membuka kesempatan bagi peneliti
untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu Undang-

Undang dengan UndangUndang lainnya atau antara UndangUndang Dasar
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atau regulasi dan Undang-Undang. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu

argument untuk memecahkan isu yang dihadapi.18

. Subjek dan Objek
1. Subjek penelitian

Adapun Subjek Penelitian Ini Adalah Anak Perusahaan Dalam Pasal
74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.
2. Objek Penelitian

Adapun objek Penelitian ini adalah tanggung jawab perusahaan
terhadap anak perusahaan berdasarkan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40

Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

. Data dan Sumber Data

Dalam penelitian hukum normatif bahan Pustaka merupakan bahan
dasar yang biasanya disebut dengan bahan data sekunder. Adapun bahan
hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bahan hukum primer,
sekunder, dan tersier:

1. Bahan hukum primer, yaitu sumber data yang mengikat dalam hal ini
adalah bahan hukum yang bersifat autoriatif yaitu mempunyai otoritas.
Bahan hukum primer yang digunakan yaitu, Pasal 74 Undang-Undang
Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang bersifat membantu

dan menunjang bahan hukum primer dalam penelitian yang akan

18 Suteki dan Galang Taufani, Suteki Dan Galang Taufani, Metodologi Penelitian
Hukum (Filsafat, Teori Dan Praktik) (Depok: Fajar Interpratama Mandiri, 2020).
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memperkuat penjelasannya. Data ini digunakan untuk melengkapi data
primer dan memberikan petunjuk kearah mana penelitian melangkah.
Diantar bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah buku, tesis,
disertasi, jurnal dan dokumen.

3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk
atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti

kamus hukum, majalah, ensiklopedia dan lain-lain.

E. Teknik Pengumpulan Data

Studi pustaka merupakan teknik pengumulan data dengan
mengumpukan data melalui buku-buku ,literatur-literatur, jurnal, Peraturan
perundang-undangan, dokumun, atau hasil penelitian yang selaras dengan
suatu tema yang diangkat oleh peneliti. Dengan melakukan studi pustaka ini
peneliti dapat memanfaatkan semua pemikiran-pemikiran yang relefan. Studi
pustaka atau kepustakaan dapat diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang
berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca, dan
mencatat serta mengolah bahan penelitian. Studi pustaka yaitu pengumpulan
data sekunder. Penulis mengumpulkan data sekunder yang ada hubungannya
dengan masalah yang akan diteliti. Selanjutnya data yang diperoleh kemudian
dipelajari, dikelarifikasikan, dan selanjutnya dianalisis lebih lanjut sesuai
dengan tujuan dan permasalahan penelitian. Metode pegumpulan data ini
berguna untuk mendapatkan landasan teori yang berupa pendapat para ahli

mengenai hal yang menjadi obyek penelitian seperti peraturan perundangan
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yang berlaku dan brekaitan dengan hal-hal yang perlu diteliti. berdasarkan

bahan hukum yang diperoleh kemudian menganalisnya.

.. Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa
melakukan pengamatan terhadap hasil pengolahan data. Data yang terkumpul
dapat dijadikan acuan pokok dalam melakukan analisis dan pemecahan
masalah. Untuk mengelolah data yang ada, penelitian ini menggunakan
analisis kualitatif.

Data-data dalam penelitian ini tidak berupa angka-angka tapi kata-
kata verbal. Penelitian Kualitatif adalah sebuah pendekatan penelitian yang
fokus pada pemahaman mendalam tentang suatu fenomena, dengan
mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti
dengan objek penelitian. Penelitian kualitatif lebih menekankan pada kualitas
atau deskripsi yang kaya, makna, dan interpretasi subjektif, serta konteks
sosial dan budaya. Analisis data kualitatif dilakukan secara induktif, yaitu dari

data yang dikumpulkan menuju kesimpulan.



BABYV

PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan dan hasil di atas, dapat di ambil kesimpulan
sebagai berikut :

1. Pasal 74 Undang-Undang Perseroan Terbatas mewajibkan perusahaan yang
mengelola sumber daya alam (SDA) untuk melaksanakan Tanggung Jawab
Sosial dan Lingkungan (TJSL). Kewajiban ini adalah hal yang mutlak
(wajib dilakukan) dan harus dianggarkan sebagai biaya perusahaan.
Masalahnya, meskipun secara hukum anak perusahaan diakui sebagai
badan hukum yang berdiri sendiri, dalam praktiknya mereka sangat
tergantung pada induk perusahaan. Induk perusahaan mengontrol anak
perusahaannya melalui kepemilikan saham dan kendali manajemen,
sehingga TJSL anak perusahaan sebenarnya tidak lepas dari pengaruh

induknya.

2. Peraturan pemerintah yang ada (PP No. 47 Tahun 2012) belum memberikan
petunjuk yang jelas tentang bagaimana TJSL harus dilaksanakan dengan
“patut.” Ketidakjelasan ini sering menimbulkan kebingungan dan masalah
implementasi, terutama ketika TJSL diterapkan dalam satu kelompok usaha
(grup). Kendati demikian, hukum memiliki cara untuk menembus batas
tersebut melalui doktrin “menguak tabir korporasi” (piercing the corporate
veil). Melalui doktrin ini, induk perusahaan dapat dimintai

pertanggungjawaban jika terbukti menggunakan kekuasaannya untuk
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mengendalikan anak perusahaan secara sepihak, yang berujung pada
pelanggaran TJSL. Oleh karena itu, kedudukan anak perusahaan bersifat

ganda: mandiri secara hukum tetapi terikat secara ekonomi pada induknya.

B. Saran
1. Untuk Pemerintah perlu melakukan reformasi regulasi dengan memperjelas
parameter dan standar minimal pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan
Lingkungan (TJSL) dalam Peraturan Pemerintah turunan Pasal 74 UUPT,
termasuk mekanisme penganggaran, pemantauan, dan evaluasi yang terukur.
Selain itu, penting untuk membentuk lembaga pengawasan multi-
stakeholder yang melibatkan masyarakat, akademisi, dan organisasi
lingkungan guna memastikan akuntabilitas perusahaan, terutama di sektor
sumber daya alam. Pemerintah juga dapat memberikan insentif fiskal atau
kemudahan perizinan bagi perusahaan yang secara konsisten melaksanakan
TJSL dengan dampak nyata, serta meningkatkan sosialisasi tentang

pentingnya TJSL sebagai bagian dari pembangunan berkelanjutan.

2. Untuk Perusahaan, terutama induk perusahaan, sebaiknya mengembangkan
kebijakan TJSL terpadu yang mencakup seluruh anak perusahaan dalam
grup, dengan mempertimbangkan karakteristik lokal dan kebutuhan
masyarakat di sekitar operasional. Induk perusahaan perlu memastikan
alokasi anggaran yang memadai dan transparan untuk program TJSL, serta
membangun mekanisme pelaporan yang akuntabel. Selain itu, perusahaan
harus proaktif melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan evaluasi

program TJSL untuk memastikan relevansi dan keberlanjutan dampaknya.
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3. Untuk Masyarakat perlu meningkatkan kesadaran kritis terhadap hak-
haknya untuk mendapatkan manfaat dari pelaksanaan TJSL perusahaan,
termasuk dengan aktif memantau dan memberikan masukan terkait
program-program yang dijalankan. Masyarakat juga dapat membentuk
kelompok advokasi atau bekerja sama dengan organisasi non-pemerintah
untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas perusahaan dalam
melaksanakan TJSL. Partisipasi aktif masyarakat dalam dialog dengan
perusahaan dan pemerintah akan membantu menciptakan sinergi yang

positif untuk pembangunan berkelanjutan.
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